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PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Lrt
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
pendidikan SMA, tempat tinggal di RT xx RW xx,
Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores
Timur, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan marketing online,
pendidikan S1, tempat tinggal di RT xx RW xx,
Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten
Flores Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 September 2018
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Larantuka, Nomor 32Pdt.G/2018/PA Lrt tanggal 14

September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2013, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor xx/01/11/20xx tanggal 12 Februari 20xx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga

Tergugat di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx selama 2 (dua) minggu, lalu
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Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di
Kota xxxx, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu
Penggugat pulang libur ke xxxx, Kelurahan xxxx selama 2 minggu, lalu
Penggugat kembali lagi ke xxxx dn tinggal bersama Tergugat sampai akhir
tahun 2017, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal
di xxxx, Provinsi Bali selama tiga bulan, lalu Penggugat kembali ke
Kelurahan xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxx, Provinsi Jawa Timur
bersama wanita lain, namun sejak 3 bulan yang lalu Tergugat pindah dan
tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan xxxx dengan wanita lain sampai
sekarang;-

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak bernama xxxx, umur 4 tahun, laki- laki dan anak tersebut berada
dalam asuhan orang tua Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
namun sejak bulan September 2017 ketentraman rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan
lagi disebabkan :

4.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama xxxx ;
4.2. Tergugat sering memukul bahkan Tergugat sempat menyiram
Penggugat dengan kuah panas;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Oktober 2017 disebabkan Tergugat menghamili wanita lain,
sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Kelurahan
xxxx di rumah keluarga Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit
dipertahankan lagi;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau
kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Mediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidak
pernah datang di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak dapat
dimediasi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXX atas nama
Penggugat, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup dan telah
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dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua
Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx
Nomor xx/01/11/20xx tanggal 12 Februari 2015 yang telah bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan

aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
B. Saksi

1. Saksi |, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA,
pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di jalan Trans xxxx RT xx RW xx
Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun
karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat bahkan
Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa selama ini
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih
2 (dua) bulan setelah Penggugat pulang dari Bali, Penggugat tinggal di
xxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxx dan selanjutnya ke xxxx;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

2. Saksi Il, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan
SMP, bertempat tinggal di Lorong xxxx RT xx RW xx, Kelurahan xxxx,
Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman
Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa yang saksi ketahui saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun saksi tidak
mengetahui penyebabnya;

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di
depan saksi dan teman-teman lainnya bahkan Tergugat menampar
Penggugat pada saat itu, ketika saksi dan teman-teman ada acara di
rumah Penggugat di xxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang
lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di xxxx sedangkan
Tergugat tinggal di xxxx;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan
sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan
tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek
atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara
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perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di
muka sidang sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (bukti P.1) yang berada
diwilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, maka dengan didasarkan
kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat didasarkan pada
dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dengan
adanya perselishan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara lain
Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul
Penggugat bahkan Tergugat pernah menyiram Penggugat dengan kuah panas;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima
dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta mengajukan 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
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syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan
keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri,
dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan
Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu
dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk
mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308
ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah
dengan alat bukti surat yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi
Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat;

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat
selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Tergugat sering marah-marah bahkan pernah menampar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3
(tiga) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tidak pernah saling
mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah
terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari
keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam
sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya
perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak
saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat
telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga
Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, surah Arrum ayat (21) yang
Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta
bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa
keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua
belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan,
menurut Majelis Hakim hanya akan menambah mudharat yang lebih besar
dibanding dengan maslahat yang akan didapat, maka Majelis Hakim
berpendapat menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada mendatangkan
maslahat, sebagaimana kaidah figh yang berbunyi :
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Artinya: Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik
kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua)
patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh
Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang
dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'’in
shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang
bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi
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bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 Hijriah. Oleh kami H.Adam,S.Ag.,
sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.l, M.H dan M. Jimmy Kurniawan, S.H.I
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-
Hamidy,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Nikmawati,S.H.I,M.H H. Adam,S.Ag

Hakim Anggota

ttd
M.Jimmy Kurniawan,S.H.I
Panitera Pengganti
ttd

Sakinah Al-Hamidy,S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 320.000,00
4. Redaksi :Rp 5.000,00
5. Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
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